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Peperangan antaras beberapa negara di dunia ini Je-
las tidak dikehendaki oleh siapapun termasuk oleh nedgara
yvang berperang itu sendiri. Bagaimanapun juga peperangan
vang terjadi akan mengacam keamanan dan ketertiban dunia.
Disamping itu peperangan vang terjadi =saat ini sudah meng-
gunakan berbagai macam senjata yang jelas akan membahaya-
kan keselamatan umat manusia.

Dalam setiap peperangan tidak menutup kemungkinan
terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum perang, mendingat
bahwa perang itu bersifat keras. Namun dibalik kekerasan
tersebut ditutut adsnya kewajaran dan tindakan yang tidsk
berlebih-lebihan, artinya peperangsan vang terjadi itu hen-
daknya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perang in-
ternasional yang ada. Pelanggaran terhadap hukum perang
.tidak hanya aksn menimbulkan kejahatan perang tetapi juga
penderitaan umat manusia yang berkepanjangan.

Sepertli halnya dengan sengketa yang terjadi antara
Serbia dan Bosnia-Hercegovina, dua negara yang dulunya
tergabung dalam negara Federasi Yugoslavia tersebut hingga
saat initmasih terus berperang, dan di dalam pepersngan
tersebut telah banyak terjadi pelanggarasn-pelanggaran ter-
hadap hukum perang. Sebagaimana diketahui peperangan anta-
ra Serbia dan Bosnia-Hercegovina yang terjsdi di wilayah
bekas Republik Yugoslavia disebabkan oleh ambisi Serbisa

untuk mendirikan suatu negara Serbia Raya, yvaitu sebuah



Yugoslavia baru yang berads di bawah pimpinan etnis Ser-
| bia. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, maka pihak Serbisa
menggunakan berbagai cara, sehingga serangan bersenjata
tidak lagi dilakukan terhadap kaum militer saja tetapi ju-
ga terhadap penduduk sipil Bosnisa.

Tindakan serangan bersenjata yvang juga dilakukan
terhadap penduduk sipil Bosnia itu disebut dengan pember-
sihan etnis (ethnic cleansing). Politik pembersihan etnis
tersebut oleh pihak Serbia dilakuksn secara kejam, karens
kemudian Serbia tidak hanya melakukan pengusiran terhadap
rakyat Bosnia tetapi juga melakukan pembunuhan, pembantai-
an massal, penyikssan, pemerkosaan dan perampokan. Milisi-
milisi Serbia juga menghalang-halangi srus bantuan kemanu-
siasan bagi rakyat Bosnia dan menghalangi upaya evakuasi
{pengungsisan atan pemindahan} orang-orang Bosnis vang ce-
dera dan sakit dari wilayah-wilayah yang diduduki Serbia.
Apabila dalam suatu peperangan terjadi kekejaman-kekejaman
terhadap penduduk sipil, maka hal tersebut jelas merupakan
suatu tindakan kejahstan perang.

Dalam peperangan, penduduk sipil adalah orang-orang
vang dilindungi (protected persons) vang tidak boleh dike-
nai serangan-serangan bersenjata ataupun dijadikan obyek
kekersasan. Perlindungan terhadap penduduk sipil pada po-
koknys diatur dalam ketentuan pasal 27 Konvensi Jenewa IV

tahun 1948, ysng mengatskan bahwa



Orang-orang yang dilindungi, dalam segala keadasn ber-
hak akan penghormatan atas diri pribadi, hak-hak keke-
luargaan, keyakinan dan praktik keasgamaan, serta sdat
icstiasdat dan kebisssan mereka. Mereka harus diperlaku-
kan dengan perikemsnusiasn, dan terutama harus dilin-
dungi terhadsp =edala tindakan kekerasan atau ancaman
kekerasan dan penghinaan. Mereks juga tidak boleh di-
jadikan obyek tontonan umum.

Wanita terutama dilindungi terhadap setiap bentuk pe-
langgaran atas kehormatannya, khususnya terhadap per-
kosaan, pelacuran yang dipaksakan atau setiap bentuk
pelanggaran kesusilaan lainnya.

Orang-corang vang dilindungi, tanpa membedakan keadsan
kesehatan, usia dan Jjenis kelamin, wajib diperlakuksn
secara sama oleh pihak peserta konflik yang menguasai
mereka, tanpa didasarksan pada perbedasn yang merugikan
khususnya mengenai ras, agama maupun pendapat politik.
Bagaimanapun, pihak-pihak peserta konflik dapat meng-
ambil tindakan-tindakan pengawasan dan perlindungan
terhadap penduduk sipil, yang diperlukan sebagai aki-
bat dari perang.

Tindakan-tindakan kekejaman yang dilakukan pihak
Serbia terhadap penduduk sipil Bosnia, yaitu pembunuhan
atau pemerkosaan, jelas merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan pasal 27 Konvensi Jenews IV 1948. Dengan demi-
kian maka dapat dikatakan bahwa pihak Serbis telah melaku-
kan kejahatan perang. Berdasarkan ketentuan hukum interna-
sional, para pelaku kejahatan perang tersebut dapat ditun-
tut dan diadili di muks Mahkamah Kejahatan Perang sebagai
penjahat perang.

Sepanjang sejsarah modern, baru dua kali para penja-
hat perang diadili di muka Mahkamah Kejahatan Perang, ya-
itu di Nuremberg, Jermsan, pada tahun 1945 hingga tahun
1846, yvang mengadili para penjsahsat perang Nazi dan di To-

kyo, Jepang, pada tahun 1946 hingga tahun 1848, yang meng-



adili para pemimpin fasis Jepang. Belsiar dari kedus
pengadilan kejahatan perang ini, maka jelas dapat diben-
tuk pengadilan yang sama yaitu Mahkamsah Kejshatan Perang
untuk menyeret para pelaku kejahatan perang yang terjadi
dalam sengketa antara Serbis dan Bosnia ke depan Mahkamah
untuk diadili.

Akan tetaspi praktik peradilsn Mahkamah ini tidak
akan semudah seperti di Nuremberg dan Tokyo, mengingat
bahwa situasi diantara pengadilan-pengsadilsn tersebut ber-
beda. Pengdilan Nuremberg dan Tokyo dilakukan terhadap
pihsk-pihak yang kalah perang, sedangkan pars pelaku keja-
hatan perang dalam sengkets antara Serbia dan Bosnia ada-
lah pihak-pihak yvang masih memiliki kekuasaan dan kekuatan
penuh. Berdasarkan keadssn tersebut di atas, maka jelas
menimbulkan suatu permssalahsn, yaitu : sampai sejauh ma-
nakah kewenangan Mahkamah Kejahatan Perang terhadap para
pelaku kejahatan persng dalam sengketa antara Serbis dan
Bosnia ?

Adapun tujuan penulisan ini adalsh di samping untuk
melengkapi tugas dsn memenuhi syarat untuk memperocleh ge-
lar sarjana hukum, juga untuk memberiksn sumbangan pikiran
untuk mengetahui secara lebih mendalsm masalsh-masalah ke-
Jahatan perang dsn penyelesaiannnya, serta untuk mendapsat-
kan gambaran yang jelas bagaimana praktik peradilan Mahka-

mah Kejahatan Perang dalam menjalankan kewenangannya gunsa



menuntut, mengadili dan menghukum para penjahat perang.

Metode yang dipergunakan dsalam skripsi ini merupa-~
kan penelitian yang bersifat vuridis normatif, yaitu susatu
pendekatan masalah dengan meninjau ketentuan hukum vang
berlaku yvang ada kaitannya dengan permasalahan yang dika-
ji, vaitu Konvensi Jenewa IV tshun 1849, Piagam PBB dan
Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia. 0Oleh =sebsab itu datas yvang
digunakan dalam skripsi ini berupa dats sekunder, yaitu
ketentuan hukum internasional yang berlaku yang berksaitan
dengan permasalahan yang dikaji dan literatur-literatur,
vang ditunjang dengan data yang diperoleh dari hasil wa-
wancara dengan pejabat di United Nations Information Cen-
tre dan di Centre for Strategic and International Studies
di Jakarta.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencsri

data dibagi dalam beberapa fase, yaitu

- Persiapan : 1 (satu) bulan
- Pengumpulan data t 1 (satu) bulan
- Analisis dsta : 1 (dua) minggu
- Laporan : 2 {(dua) bulan

Adapun hasil pokok penelitian adalah bahwa selain
melakukan pelanggaran terhadap hukum perang yang berlaku
(war crimes), pihak Serbia juga telah melakukan kejshatan
terhadap perikemanusiaan dan Genocide. Kejahatan Perang

vang dilaskukan pihak Serbia tersebut telah mengsncam per-



damaian dan keamanan internasional, oleh sebab itu Perse-
rikatan Bangsa Bangsa {(selanjutnya disingkat PBB) sebagai
organisasi perdasmsaian internasional merasa periu mengambil
tindakan guna mengatasi sekaligus menyelesaikan masalah
kejahatan perang tersebut. Adapun tindakan yvang diambil
PBB adalah melalui Dewan Keamanan memutuskan membentuk
Mahkamah Kejahatan Persng untuk mengadili para penjshst
parang di wilayah bekas Republik Yugoslavia, khusuznya pa-
ra penjahat perang Serbila. Dassar kewenangan PBB untuk me-
nuntut dan mengadill para penjahat perang Serbis melalui
Mahkamah Kejahatan Perang adalah pasal 38 jis pasal 41 dan
pasal 42 Piagam PBB.

Status para penjahat perang Serbia vang masih memi-
liki kekuasaan dan kekuatan penuh tidak mempengaruhi kewe-
nangan Mahkamsh Kejahatan Perang untuk menuntut, mengadili
baik secara langsung maupun secara in-absensia dan menja-
tuhkan hukuman terhadap para penjahst perang Serbia terse-
but. Mahkamah Kejahatan Perang juga berwenang untuk melaku-
kan penangkapan terhadap para penjahat perang Serbia, dan
dapat meminta bantuan Dewan Keamanan PBB sebagai pembentuk
Mahkamah Kejahatan Perang untuk melakukan invasi militer
terhadap para penjahat perang tersebut apabila tidak ada
Jalan lain lagi yang dapat ditempuh. Kewenangan Mahkamah
Kejahatan Perang untuk menangkap para penjahsat perang Ser-

bia dapat ditentukan dalam prinsip-prinsip hukun vang di-



buat oleh Sekretaris jenderal PBB, Boutros Boutros Ghali,
vang akan diterapkan dslam praktik peradilan Mahkamah Ke-
jahatan Perang sesuail yang ditentukan oleh Resclusi Dewan
Keamanan PBB No. 808. Kewenangan untuk melakukan penang-
kapan ini merupakan unsur terpenting dalam upaya penyele-
saian masalah kejahatan perang di wilayah bekas Republik
Yugoslavia, khususnya di Bosnia-Hercegovina. Sedangksn ke-
wenangan Dewan Kesmanan PBB untuk melakukan invasi militer
adalah pasal 42 junctc pasal 41 Piagam PBB,

Sesuai dengan sifat penelitiannya yang kualitatif
vang merupakan suatu metode yang menghssilkan uraian yang
bersifat deskriptif analistik tanps menggunakan angka-ang-
ka statistik, maka lokasi penelitian skripsi ini dilakuksn
di Jakarta, vaitu di United Nations Information Cebtre dan
di Centre for Strategic and International Studies dengan
ditunjang dari perpustaksan khususnya di Perpustakaan Uni-
versitas Surabaya dan ditambah bahan kepustakaan koleksi
pribadi maupun dari koleksi para dosen pembimbing.

Akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut,
bahwa kejahatan perang vang dilakukan para penjahat perang
Serbia telah mengancam perdamsian dan kesmanan internsio-
nal, untuk itu dengan berdasarkan ketentuan pasal 39 jis
pasal 41 dan pasal 42 Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB memu-
tuskan membentuk Mahkamah Kejahatan Perang guna mengadili

para penjahat perang Serbis tersebut.



Kewenangan Mahkamah Kejahatan Perang terhadsap para
penjahat perang Serbia meliputi melakukan penyelidikan,
melakukan penuntutan, mengadili dan menjatuhkan sanksi,
dan kewenangan tersebut tidak dipengaruhi oleh status pen-
jahat perang Serbis sebagai pihak-pihak yvang bebsas merde-
ka dan masih memiliki kekuasaan penuh.

Kewenangan untuk menangksap para penjashat perang
Serbia dapat menjadi salah satu dari prinsip-prinsip hukum
vang dibuat oleh Sekretaris Jenderal PBB, Boutros Boutros
Ghali, vang akan diterapkan dalam praktik peradilan Mahka-
mah Kejahatan Perang. Penangkapan para penjahat perang
Serbia dapat dilakukan dengan menggunakan cara, mendesak
para penjahat perang untuk menverahkan diri, meminta Dewan
Keamanan PBB melakukan invasi militer terhadap para penja-
hat perang Serbia, untuk diadili secara terbuka atau dija-
tuhi hukuman setelah diadili secara in-absensia. kewenang-
an Dewan Keamanan PBB melakukan invasi militer adalah pasal
42 juncto pasal 41 Piagam PBB. Jadi kewenangan Mahkamah
Kejahatan Perang melakukan penangkapan terhadap pars pen-
jahat perang Serbia melekat pada Dewan keamanan PBRB.

Sedangkan saran yang dapat disampaikan adalah seba-
gai berikut : agar kewenangan Mahkamah Kejahatan perang
tidak dibatasi oleh para penjahsat yang masih memiliki ke-
kuassan dan kekuatan penuh, maka seyogyanys kewenangan

Mahkamah EKejahatan Perang tidak hanys terbatas pads fungsi



peradilan saja, tetapi juga meliputi fungsi militer, yang
didelegasikan kepada PBB sebagai organisasi perdamaian
internasional.

Disamping itu guna meningkatkan efektifitas dari
Mahkamah Kejahatan Perang seyogyanya dibentuk Mahkamah
Kejashatan Perang vang tetap. Sehinggsa spabils terjadi ke-
jahatan perang maka dapat segera diatasi tanpa harus me-
nunggu proses pembentukan Mahkamsh Kejashatan Persng yang

memakan waktu lama.



